DAFTAR PUSTAKA

Buku
Achmad Ali. 2017. Menguak Tabir Hukum. Jakarta; Kencana

Bachtiar, 2015. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
pada Pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses

Bagir Manan. 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung:
LPPM Universitas Islam Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group

C.F Strong. 2004. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang
Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia. Bandung: Nuansa
dan Penerbit Nusamedia

Fajlurrahman Jurdi. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:
Kencana

Fithriatus Shalihah. 2017. Sosiologi Hukum. Depok: PT. RajaGrafindo
Persada.

Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan
Raisul Muttagien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media

Irwansyah. 2020. Kajian Ilmu Hukum. Yogyakarta; Mirra Buana Media

.2021. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel. Yogyakarta; Mitra Buana.

Jimly Asshiddigie. 2005. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta:
Konstitusi Press

. 2008. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta:
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

. 2015. Pengantar IiImu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja
Grafindo Persada

Il Falaakh. 2009. Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta:
Komisi Yudisial

Optimized using
trial version
www.balesio.com 101




Maruarar Siahaan. 2015. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta:
Sinar Grafika

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar limu Politik. Edisi Revisi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama

Ni'matul Huda, 2018, Hukum Tata Negara Indonesia, Depok: Rajawali
Pres

O. Hood, P., Paul, J., Paticia. L. 2001. Constitutional and Administrative
Law, London: Sweet & Maxwell

Prayudi Atmosudirjo. 1981. Hukum Administrasi Negara.Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Satjipto Rahardjo. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan
Rakyatnya. Jakarta: Genta Publishing

Soehino. 2005. limu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta; Kencana.

W. Riawan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta:PT.
Grasindo

Wildan Suyuthi. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana
Wiryanto. 2019. Etik Hakim Konstitusi. Depok: Rajawali Pers

Yohanes Usfunan. 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi
Yudisial. Jakarta: Komisi Yudisial

Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi

Fachryansyah Putra. 2024. Tinjauan Yuridis Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Kode Etik Hakim.
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Muthi'ah Maizaroh. 2023. Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai
Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com 102




Jurnal dan Karya IiImiah Lainnya

Adisti Pratama Ferevaldy. 2018, Kedudukan Hakim Tunggal Dalam
Gugatan Sederhana (Small Claim Court), ADHAPER: Jurnal
Hukum Acara Perdata, Volume 3 Nomor 2.

Fajlurrahman Jurdi. Dkk. 2019. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan
Etik Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.
50, Nomor 3.

Maidiantius Tanyid. 2014. Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang
Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. Jurnal JAFFRAY
Vol. 12, Nomor 2.

Muwahid. 2017. Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim
dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. Jurnal Al-
Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 7.
Nomor 1.

Sutan Sorik, Dkk. Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 01/MKMK/X/2013). Jurnal Konstitusi. Vol. 15, Nomor 3.

Wahyu Aji Ramadan, Dkk. 2022. Reformulasi Pengawasan Mahkamah
Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik
Hakim Konstitusi. Junal Studia Legalia: Jurnal llmu Hukum, Vol.
3. Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan
LembaranNegara Nomor 4316.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011, Tambahan
LembaranNegara Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Undang-undang (UU)
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor
5Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456.

Optimized using
trial version
www.balesio.com 103




Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi Lembaran Negara Nomor 216 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun
2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5250.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Lembaran Negara Nomor Tahun 2009, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan
Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V1/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-1X/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com 104




Artikel Internet

Mahkamah Konstitusi. 2024. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi.
Sumber:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766

Hukum Online. 2023. Prinsip Sapta Karsa Hutama dalam Amar Putusan
MKMK atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK. Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-
hutama-dalam-amar-putusan-mkmk-atas-pelanggaran-kode-
etik-ketua-mk-1t654b708682f46/

Hukum Online. 2024. KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan
Integritas Hakim Sepanjang 2023. Sumber: KY Terima 3.593
Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023
(hukumonline.com)

Optimized using
trial version
www.balesio.com 105



https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766
https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-hutama-dalam-amar-putusan-mkmk-atas-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-lt654b708682f46/
https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-hutama-dalam-amar-putusan-mkmk-atas-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-lt654b708682f46/
https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-sapta-karsa-hutama-dalam-amar-putusan-mkmk-atas-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-lt654b708682f46/
https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/
https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/
https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/

